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BAB III 

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH 

DALAM REGULASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA 

 

A. Pengaturan Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia 

1. Fondasi Normatif DPS dalam UU Perbankan Syariah 2008 

Pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem hukum 

Indonesia memperoleh dasar normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam regulasi ini, DPS ditempatkan 

sebagai organ wajib dalam struktur kelembagaan bank syariah dan unit usaha 

syariah, dengan fungsi utama memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan 

sesuai dengan prinsip syariah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa DPS tidak 

hanya berperan sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai bagian 

integral dari sistem pengawasan yang memiliki legitimasi hukum formal dalam 

kerangka hukum nasional.
193

 

Secara yuridis, ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

mengatur bahwa DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada 

direksi serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha agar tetap berada 

dalam koridor prinsip syariah. Norma ini memperlihatkan bahwa fungsi DPS 

mencakup dimensi preventif dan korektif, meskipun secara normatif masih berada 

dalam kerangka kewenangan yang bersifat advisory. Dengan demikian, konstruksi 
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hukum ini memberikan legitimasi yang cukup kuat, namun belum sepenuhnya 

memberikan kewenangan eksekutorial yang mengikat.
194

 

Dalam perspektif teoritis, pengaturan ini dapat dipahami sebagai bentuk 

institusionalisasi konsep hisbah dalam sistem hukum modern. Ibn Taymiyyah 

menegaskan bahwa pengawasan dalam Islam bertujuan untuk menjaga keadilan 

dan mencegah penyimpangan dalam aktivitas ekonomi.
195

 Dalam konteks ini, 

DPS merupakan representasi formal dari nilai-nilai pengawasan syariah yang 

diintegrasikan ke dalam sistem hukum negara, sehingga mencerminkan proses 

adaptasi antara prinsip syariah dan struktur hukum positif. 

Namun demikian, pengaturan dalam undang-undang ini masih memiliki 

keterbatasan karena bersifat sektoral dan hanya berfokus pada perbankan syariah. 

Hal ini menimbulkan kekosongan norma bagi sektor lain dalam lembaga 

keuangan syariah (LKS), seperti asuransi dan pasar modal syariah. Oleh karena 

itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lebih tepat diposisikan sebagai 

fondasi normatif awal yang memerlukan pengembangan lebih lanjut menuju 

sistem pengaturan yang bersifat komprehensif dan lintas sektor.
196

 

2. Transformasi Regulasi DPS dalam UU PPSK 2023 

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks 

mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang menandai 
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transformasi signifikan dalam pengaturan DPS. Regulasi ini memperluas cakupan 

pengawasan syariah dari sektor perbankan ke seluruh lembaga keuangan syariah, 

sehingga mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan sektoral menuju 

pendekatan integratif dalam sistem keuangan nasional. Dalam kerangka ini, DPS 

tidak lagi diposisikan secara terbatas, tetapi menjadi bagian dari sistem 

pengawasan lintas sektor yang terkoordinasi.
197

 

Secara yuridis, UU PPSK memberikan penguatan terhadap peran DPS 

melalui harmonisasi pengaturan di berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, 

pasar modal, dan lembaga pembiayaan syariah. Penguatan ini menunjukkan 

adanya pengakuan negara terhadap pentingnya pengawasan syariah yang 

komprehensif dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Dengan 

demikian, kedudukan DPS mengalami peningkatan sebagai elemen strategis 

dalam arsitektur regulasi keuangan nasional.
198

 

Dalam perspektif akademik, transformasi ini merupakan respons terhadap 

dinamika industri keuangan syariah modern yang menuntut sistem pengawasan 

yang lebih adaptif. M. Umer Chapra menegaskan bahwa efektivitas sistem 

keuangan Islam sangat bergantung pada mekanisme pengawasan yang mampu 

menjamin tercapainya Maqāṣid al-Syarī„ah.
199

 Sejalan dengan itu, literatur 
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kontemporer juga menempatkan DPS sebagai pilar utama dalam menjaga 

integritas sistem keuangan syariah lintas sektor.
200

 

Namun demikian, transformasi ini juga menghadirkan tantangan 

implementatif, terutama terkait konsistensi penerapan di berbagai sektor LKS 

yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan 

variasi dalam praktik pengawasan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 

regulasi turunan serta standardisasi pengawasan agar peran DPS dapat dijalankan 

secara efektif dan seragam.
201

 

3. Pengaturan DPS dalam POJK Lintas Sektor LKS 

Selain diatur dalam undang-undang, keberadaan DPS juga dijabarkan lebih 

lanjut melalui berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mencakup 

sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga pembiayaan syariah. POJK 

berfungsi sebagai instrumen teknis yang menerjemahkan norma umum ke dalam 

ketentuan operasional yang lebih aplikatif. Dengan demikian, POJK memiliki 

peran strategis dalam memastikan implementasi pengawasan syariah di tingkat 

kelembagaan.
202

 

Dalam sektor perbankan syariah, POJK No. 11/POJK.03/2016 

menegaskan bahwa DPS merupakan bagian dari sistem tata kelola yang wajib 

menjalankan fungsi secara independen dan profesional. Sementara itu, dalam 

sektor lain seperti asuransi dan pasar modal syariah, pengaturan DPS disesuaikan 
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dengan karakteristik masing-masing industri. Hal ini menunjukkan adanya 

diferensiasi regulasi yang tetap berada dalam satu kerangka pengawasan yang 

sama.
203

 

Namun demikian, keberagaman pengaturan tersebut berpotensi 

menimbulkan fragmentasi dalam sistem pengawasan syariah. Simon Archer dan 

Rifaat Abdel Karim menegaskan bahwa efektivitas pengawasan syariah 

memerlukan standar yang seragam untuk menghindari inkonsistensi antar 

sektor.
204

 Oleh karena itu, harmonisasi regulasi lintas sektor menjadi kebutuhan 

yang tidak dapat diabaikan. 

Dengan demikian, meskipun POJK telah memberikan pengaturan yang 

lebih rinci, tantangan utama terletak pada integrasi dan konsistensi antar sektor. 

Hal ini menunjukkan bahwa penguatan peran DPS tidak hanya memerlukan 

perluasan regulasi, tetapi juga sinkronisasi kebijakan dalam kerangka LKS secara 

keseluruhan.
205

 

4. Fatwa DSN-MUI sebagai Basis Normatif Pengawasan Syariah 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

memiliki kedudukan penting sebagai basis normatif dalam pengawasan syariah di 

Indonesia. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-

undangan, fatwa memperoleh legitimasi melalui pengakuan dalam berbagai 
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regulasi negara. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai penghubung antara 

prinsip syariah dan hukum positif dalam sistem keuangan nasional.
206

 

Dalam praktiknya, fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi DPS 

dalam menilai kesesuaian produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Hal ini 

menunjukkan bahwa fatwa memiliki fungsi substantif sebagai dasar operasional 

dalam pengawasan syariah. Dengan karakter tersebut, fatwa dapat dipahami 

sebagai living law yang berkembang secara dinamis mengikuti kebutuhan 

masyarakat dan industri.
207

 

Secara akademik, keberadaan fatwa dalam sistem hukum nasional 

mencerminkan pluralisme hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa 

sistem hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum yang saling 

berinteraksi.
208

 Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI memperkaya substansi 

hukum nasional melalui integrasi nilai-nilai keagamaan dalam praktik hukum. 

Namun demikian, kedudukan fatwa yang tidak berada dalam hierarki 

formal menimbulkan persoalan terkait kekuatan mengikatnya. Oleh karena itu, 

diperlukan mekanisme integrasi yang lebih kuat antara fatwa dan regulasi negara 

agar pengawasan syariah memiliki kepastian hukum serta daya ikat yang lebih 

efektif.
209
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5. Harmonisasi Hukum Positif dan Prinsip Syariah dalam LKS 

Harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah merupakan aspek 

fundamental dalam pengaturan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Integrasi 

ini bertujuan memastikan bahwa sistem hukum nasional mampu mengakomodasi 

nilai-nilai syariah tanpa mengabaikan prinsip hukum modern. Dengan demikian, 

terbentuk suatu sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan 

industri keuangan syariah.
210

 

Dalam praktiknya, harmonisasi dilakukan melalui pengakuan prinsip 

syariah dalam regulasi negara serta integrasi fatwa DSN-MUI ke dalam kebijakan 

Otoritas Jasa Keuangan. Upaya ini menunjukkan adanya proses sistematis untuk 

menyelaraskan norma agama dan norma hukum positif dalam pengelolaan 

LKS.
211

 

Secara teoritis, keberhasilan sistem keuangan syariah sangat bergantung 

pada kemampuan mengintegrasikan prinsip syariah dengan kerangka regulasi 

modern. Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor menegaskan bahwa integrasi tersebut 

merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem 

keuangan syariah.
212

 Selain itu, DPS memiliki peran strategis sebagai penghubung 

antara kedua sistem tersebut melalui fungsi pengawasan dan pemberian nasihat 

syariah.
213

 

Namun demikian, proses harmonisasi ini masih menghadapi berbagai 

tantangan, seperti perbedaan interpretasi terhadap prinsip syariah dan keterbatasan 
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regulasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang bersifat progresif 

agar sistem keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu 

menjawab dinamika global yang semakin kompleks.
214

 

6. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Hierarki Peraturan 

Perundang-Undangan 

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem hukum 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hierarki peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar legitimasi kewenangannya. Dalam perspektif 

hukum positif, keberadaan DPS memperoleh landasan normatif melalui Undang-

Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, yang secara eksplisit mengatur kewajiban pembentukan DPS pada setiap 

lembaga keuangan syariah.
215

 Ketentuan ini menempatkan DPS sebagai institusi 

yang memiliki legitimasi hukum formal dalam sistem hukum nasional, meskipun 

secara struktural bukan merupakan bagian dari organ negara. 

Dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022, norma hukum disusun secara berjenjang mulai 

dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan di bawahnya.
216

 Dalam 

struktur tersebut, pengaturan mengenai DPS tidak hanya ditemukan dalam 
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Undang-Undang, tetapi juga dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur aspek teknis kelembagaan dan pengawasan 

syariah.
217

 Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan DPS berada dalam ruang 

lingkup norma hukum yang bersifat delegatif, di mana pengaturan lebih lanjut 

diberikan kepada otoritas sektor keuangan. 

Namun demikian, kekhasan DPS terletak pada keterkaitannya dengan 

fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai 

sumber normatif syariah. Fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam hierarki formal 

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011, tetapi dalam praktiknya memiliki kekuatan mengikat 

melalui mekanisme adopsi ke dalam regulasi OJK.
218

 Dengan demikian, terjadi 

transformasi norma dari fatwa ke dalam hukum positif, sehingga fatwa 

memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem pengaturan keuangan syariah.
219

 

Dalam perspektif teori hierarki norma (Stufenbau des Recht) yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Hans Nawiasky, sistem 

hukum terdiri atas norma-norma yang tersusun secara berlapis dan saling 

berkaitan.
220

 Dalam konteks ini, DPS dapat dipahami sebagai institusi yang 

beroperasi pada lapisan implementatif, yakni menerjemahkan norma-norma yang 

lebih tinggi baik yang bersumber dari Undang-Undang maupun fatwa ke dalam 
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praktik operasional lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS 

tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penghubung antara 

norma abstrak dan realitas praktik ekonomi. 

Lebih lanjut, kedudukan DPS juga dapat dianalisis sebagai entitas quasi-

regulatory, yaitu lembaga yang tidak memiliki kewenangan regulatif secara 

langsung, tetapi menjalankan fungsi pengaturan dalam lingkup internal lembaga 

keuangan syariah.
221

 Hal ini terlihat dari kewenangan DPS dalam memberikan 

opini syariah, melakukan pengawasan, serta memastikan kepatuhan terhadap 

prinsip syariah. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam 

koridor regulasi yang ditetapkan oleh OJK sebagai otoritas formal negara. 

Di sisi lain, hubungan antara DPS, OJK, dan DSN-MUI menunjukkan 

adanya model pengaturan yang bersifat hybrid, yang menggabungkan antara 

hukum negara (state law) dan hukum agama (religious norms).
222

 Model ini 

menciptakan dinamika tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, di mana norma 

syariah tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam kerangka hukum 

nasional melalui mekanisme legislasi dan regulasi. Dalam konteks ini, DPS 

berperan sebagai aktor kunci yang memastikan harmonisasi antara kedua sistem 

norma tersebut. 

Namun demikian, kedudukan DPS dalam hierarki hukum juga menghadapi 

tantangan, terutama terkait dengan kepastian hukum dan batas kewenangan. 

Ketidakjelasan posisi fatwa dalam struktur formal peraturan perundang-undangan 
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dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dalam implementasi pengawasan 

syariah.
223

 Selain itu, ketergantungan DPS terhadap regulasi sektoral juga 

menunjukkan bahwa kekuatan hukumnya masih bersifat derivatif dan belum 

sepenuhnya mandiri. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan DPS dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat unik dan kompleks. 

DPS memperoleh legitimasi dari hukum positif melalui Undang-Undang dan 

POJK, sekaligus berakar pada norma syariah melalui fatwa DSN-MUI. Posisi ini 

menempatkan DPS sebagai institusi yang berada di antara dua sistem norma, 

sehingga memiliki peran strategis dalam menjembatani hukum negara dan prinsip 

syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah. 

7. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Perspektif Hukum 

Administrasi 

Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan 

syariah merupakan aspek penting yang tidak hanya dapat dipahami dalam 

kerangka hukum ekonomi syariah, tetapi juga perlu dianalisis melalui perspektif 

hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, kewenangan DPS berkaitan 

dengan bagaimana suatu fungsi pengawasan syariah dilembagakan, diberikan 

legitimasi, serta dijalankan dalam sistem hukum nasional.
224

 Oleh karena itu, 

analisis terhadap konstruksi kewenangan DPS menjadi relevan untuk memahami 

sumber, bentuk, dan batas-batas kewenangan yang dimilikinya. 
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Dalam teori hukum administrasi, kewenangan pada dasarnya dapat 

diperoleh melalui tiga mekanisme utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.
225

 

Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang langsung bersumber dari 

Undang-Undang, delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih 

tinggi kepada organ lain, sedangkan mandat merupakan pelaksanaan kewenangan 

oleh pihak lain atas nama pemberi mandat. Dalam konteks DPS, kewenangan 

pengawasan syariah secara normatif dapat ditelusuri dari Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan setiap bank syariah 

memiliki DPS sebagai pengawas kepatuhan syariah.
226

 Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa terdapat unsur atribusi kewenangan yang diberikan oleh 

Undang-Undang kepada DPS sebagai institusi pengawas syariah. 

Namun demikian, kewenangan DPS tidak sepenuhnya bersifat atribusi 

murni, karena pengaturan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan mekanisme 

kerja DPS ditentukan melalui peraturan pelaksana, khususnya Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK).
227

 Dalam hal ini, OJK sebagai regulator memiliki peran 

dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan fungsi DPS, sehingga terdapat unsur 

delegasi kewenangan dalam sistem pengawasan syariah. Dengan kata lain, 

kewenangan DPS merupakan hasil konstruksi normatif yang bersifat berlapis, 

yang melibatkan Undang-Undang sebagai sumber utama dan regulasi sektoral 

sebagai instrumen operasional. 
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Di sisi lain, hubungan antara DPS dan Dewan Syariah Nasional Majelis 

Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menunjukkan adanya karakteristik 

kewenangan yang bersifat mandat. DSN-MUI sebagai otoritas fatwa menetapkan 

prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah, 

sedangkan DPS bertugas mengimplementasikan dan mengawasi penerapan fatwa 

tersebut dalam praktik.
228

 Dalam kerangka ini, DPS dapat dipahami sebagai 

pelaksana mandat normatif dari DSN-MUI dalam konteks operasional lembaga 

keuangan syariah. 

Konstruksi kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan mandat secara 

simultan ini menunjukkan bahwa DPS memiliki karakter kelembagaan yang unik 

dalam sistem hukum Indonesia. DPS bukan merupakan organ negara dalam arti 

formal, tetapi menjalankan fungsi pengawasan yang memiliki implikasi hukum 

dan administratif.
229

 Hal ini menempatkan DPS dalam posisi sebagai lembaga 

semi-otonom yang beroperasi di antara sektor privat dan publik, sehingga sering 

dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme regulatory governance modern. 

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum administrasi, pelaksanaan 

kewenangan DPS juga harus memenuhi prinsip-prinsip umum pemerintahan yang 

baik (good governance), seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan 

profesionalitas.
230

 Prinsip-prinsip ini menjadi penting mengingat DPS memiliki 

peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah yang berdampak pada 
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kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, 

meskipun DPS bukan pejabat administrasi negara, standar-standar hukum 

administrasi tetap relevan untuk diterapkan dalam menjalankan fungsinya. 

Namun demikian, konstruksi kewenangan DPS juga menghadapi berbagai 

tantangan, terutama terkait dengan batas kewenangan dan independensi. 

Ketergantungan DPS terhadap lembaga yang diawasi, baik dalam hal 

pengangkatan maupun remunerasi, dapat memengaruhi objektivitas dalam 

menjalankan fungsi pengawasan.
231

 Selain itu, belum adanya pengaturan yang 

secara eksplisit mengklasifikasikan DPS dalam struktur hukum administrasi juga 

menimbulkan ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban hukumnya. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan DPS dalam 

perspektif hukum administrasi merupakan konstruksi yang bersifat kompleks dan 

multidimensional. DPS memperoleh kewenangan melalui kombinasi atribusi dari 

Undang-Undang, delegasi dari regulator, serta mandat dari DSN-MUI. Posisi ini 

menempatkan DPS sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam sistem 

pengawasan keuangan syariah, sekaligus menuntut adanya penguatan kerangka 

hukum untuk menjamin kepastian, independensi, dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan kewenangannya. 

8. Perbandingan Pengaturan DPS dalam Perspektif Internasional 

Pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam sistem keuangan 

syariah tidak hanya berkembang dalam konteks nasional, tetapi juga dipengaruhi 
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oleh praktik dan standar internasional. Dalam perspektif global, terdapat variasi 

model kelembagaan DPS yang mencerminkan perbedaan pendekatan regulasi di 

masing-masing negara. Secara umum, model pengawasan syariah dapat dibagi 

menjadi dua kategori utama, yaitu centralized model dan decentralized model.
232

 

Pada model terpusat (centralized), seperti yang diterapkan di Malaysia, 

fungsi pengawasan syariah berada di bawah otoritas nasional melalui lembaga 

seperti Shariah Advisory Council (SAC) Bank Negara Malaysia. Model ini 

menempatkan otoritas fatwa dan pengawasan dalam satu kerangka yang 

terintegrasi, sehingga menciptakan konsistensi dalam interpretasi dan 

implementasi prinsip syariah di seluruh lembaga keuangan.
233

  

Selain memiliki kedudukan yang lebih independen secara kelembagaan, 

sistem pengawasan syariah di Malaysia juga didukung oleh mekanisme 

pembiayaan yang relatif terpisah dari pengaruh langsung lembaga yang diawasi. 

Anggota Shariah Advisory Council (SAC) memperoleh remunerasi dan tunjangan 

yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Central Bank of Malaysia Act 2009 serta 

dikelola oleh Bank Negara Malaysia sebagai otoritas negara. Sementara itu, 

remunerasi anggota Shariah Committee pada lembaga keuangan syariah diatur 

dalam kerangka Shariah Governance Framework Bank Negara Malaysia yang 

menempatkan regulator sebagai pihak yang menetapkan standar tata kelola dan 

independensi pengawasan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem 
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Malaysia berupaya meminimalkan ketergantungan struktural yang berpotensi 

memengaruhi independensi pengawasan syariah.
234

 

Sebaliknya, Indonesia menganut model desentralisasi (decentralized), di 

mana DPS ditempatkan pada masing-masing LKS, sementara otoritas fatwa 

berada pada Dewan Syariah Nasional-MUI. Model ini memberikan fleksibilitas, 

namun juga berpotensi menimbulkan variasi interpretasi dalam praktik 

pengawasan syariah.
235

 

Selain itu, standar internasional yang dikembangkan oleh Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions memberikan pedoman 

komprehensif terkait tata kelola dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. AAOIFI 

menekankan pentingnya independensi, kompetensi, serta akuntabilitas DPS dalam 

memastikan kepatuhan syariah. Standar ini juga mengatur mekanisme audit 

syariah, pelaporan, serta hubungan antara DPS dengan manajemen dan 

regulator.
236

 

Di sisi lain, Islamic Financial Services Board sebagai lembaga standar 

internasional juga mengembangkan prinsip-prinsip tata kelola syariah (sharia 

governance) yang menekankan integrasi antara pengawasan syariah dan 

manajemen risiko. Pendekatan IFSB lebih menitikberatkan pada aspek prudensial 
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dan stabilitas sistem keuangan, sehingga memperkuat peran DPS dalam kerangka 

pengawasan yang lebih luas.
237

 

Perbandingan ini menunjukkan bahwa pengaturan DPS di Indonesia masih 

memiliki ruang untuk penguatan, khususnya dalam hal harmonisasi antara otoritas 

fatwa, regulator, dan implementasi di tingkat lembaga. Meskipun model 

desentralisasi memberikan fleksibilitas, diperlukan mekanisme koordinasi yang 

lebih kuat agar tidak terjadi fragmentasi dalam pengawasan syariah. Oleh karena 

itu, adopsi praktik terbaik (best practices) internasional menjadi penting untuk 

meningkatkan efektivitas sistem pengawasan syariah nasional.
238

 

Dengan demikian, perspektif internasional memberikan kerangka 

pembanding yang penting dalam memahami posisi DPS dalam sistem hukum 

Indonesia. Penguatan regulasi DPS ke depan tidak hanya harus memperhatikan 

konteks nasional, tetapi juga perlu selaras dengan standar global agar mampu 

meningkatkan daya saing dan kredibilitas industri keuangan syariah Indonesia di 

tingkat internasional.
239

 

Berdasarkan uraian mengenai pengaturan DPS dalam sistem hukum 

nasional serta perbandingannya dengan praktik internasional, terlihat bahwa 

keberadaan DPS tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh 

konstruksi kelembagaan yang menopangnya. Variasi model pengawasan syariah, 

baik dalam konteks nasional maupun global, menunjukkan bahwa efektivitas DPS 
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sangat bergantung pada posisi dan relasinya dalam struktur organisasi lembaga 

keuangan syariah. 

Oleh karena itu, setelah memahami kerangka normatif dan regulatif DPS, 

pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada kedudukan Dewan Pengawas 

Syariah dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Analisis ini menjadi 

penting untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan 

dalam praktik kelembagaan, serta bagaimana posisi DPS memengaruhi efektivitas 

pengawasan syariah dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. 

 

B. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam Struktur Lembaga 

Keuangan Syariah 

1. Struktur Kelembagaan LKS Multi-Sektor 

Struktur kelembagaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia 

menunjukkan karakter multi-sektor yang berkembang seiring dengan ekspansi 

industri keuangan syariah dalam sistem perekonomian nasional. LKS tidak lagi 

terbatas pada sektor perbankan, tetapi telah meluas mencakup sektor asuransi 

syariah, pasar modal syariah, lembaga pembiayaan, hingga financial technology 

(fintech) berbasis syariah. Perkembangan ini mencerminkan adanya diversifikasi 

fungsi intermediasi keuangan syariah yang semakin kompleks dan terintegrasi 

dalam mendukung aktivitas ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah.
240

 

Dalam konteks tersebut, masing-masing sektor LKS memiliki karakteristik 

kelembagaan yang berbeda, baik dari aspek model bisnis, struktur organisasi, 
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maupun mekanisme pengawasan yang diterapkan. Meskipun terdapat variasi 

tersebut, secara umum seluruh LKS tetap mengadopsi prinsip pemisahan antara 

fungsi pengelolaan (management) dan fungsi pengawasan (supervisory) sebagai 

bagian dari penerapan prinsip good corporate governance. Prinsip ini menjadi 

fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan 

berkelanjutan dalam industri keuangan syariah.
241

 Hal ini diperkuat oleh berbagai 

studi yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk 

peran DPS, memiliki korelasi positif terhadap kinerja dan stabilitas lembaga 

keuangan syariah.
242

 

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur kelembagaan 

LKS merupakan konsekuensi normatif dari pengakuan prinsip syariah dalam 

sistem hukum nasional. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan setiap 

lembaga keuangan syariah memiliki DPS sebagai organ yang bertugas mengawasi 

kepatuhan terhadap prinsip syariah.
243

 Selain itu, penguatan pengaturan DPS juga 

tercermin dalam berbagai regulasi sektoral oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

termasuk dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan 

dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memperluas cakupan 

pengawasan lintas sektor keuangan syariah.
244

 Dalam perspektif empiris, 
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keberadaan DPS terbukti berkontribusi signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

syariah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan 

syariah.
245

 

Dalam perspektif kelembagaan, keberadaan DPS tidak hanya berfungsi 

sebagai organ pengawas internal, tetapi juga sebagai instrumen integrasi antara 

hukum positif dan norma syariah. Struktur kelembagaan LKS dengan demikian 

mencerminkan karakter hibrid, yakni memadukan sistem regulasi negara dengan 

ketentuan syariah yang bersumber dari fatwa otoritas keagamaan, khususnya 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam kerangka 

ini, DPS memiliki peran strategis sebagai penghubung antara norma syariah dan 

praktik operasional lembaga keuangan.⁵ Bahkan, dalam kajian kontemporer, 

model ini dipahami sebagai bagian dari konstruksi sharia governance yang 

bersifat pluralistik, di mana interaksi antara negara dan otoritas keagamaan 

membentuk sistem pengawasan yang unik di Indonesia.
246

 

Namun demikian, dalam praktiknya, struktur kelembagaan DPS belum 

sepenuhnya menunjukkan keseragaman di seluruh sektor LKS. Pada sektor 

perbankan syariah, kedudukan dan fungsi DPS relatif lebih terinstitusionalisasi 

dengan pengaturan yang lebih rinci, sedangkan pada sektor non-bank seperti 

asuransi dan pasar modal syariah, pengaturannya masih bersifat berkembang dan 

belum sepenuhnya terstandarisasi. Perbedaan ini menunjukkan adanya 
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fragmentasi struktural yang berpotensi memengaruhi konsistensi pelaksanaan 

pengawasan syariah dalam sistem keuangan syariah nasional.
247

 Selain itu, studi 

mengenai audit syariah juga menunjukkan bahwa belum adanya standar yang 

seragam menyebabkan variasi dalam kualitas pengawasan yang dilakukan oleh 

DPS di berbagai sektor.
248

 

Lebih lanjut, efektivitas struktur kelembagaan LKS juga sangat 

dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi DPS itu sendiri. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kualifikasi syariah dan keahlian keuangan yang dimiliki DPS 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga keuangan syariah.
249

 Di 

sisi lain, tingkat kepatuhan syariah juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti 

sistem pengendalian dan kapasitas kelembagaan, yang menunjukkan bahwa peran 

DPS tidak dapat dipisahkan dari ekosistem tata kelola secara keseluruhan.
250

 

Oleh karena itu, dalam kerangka kelembagaan LKS yang bersifat multi-

sektor, kedudukan DPS tidak dapat diposisikan semata sebagai pelengkap formal 

dalam struktur organisasi, melainkan harus dipandang sebagai elemen strategis 

dalam menjamin kepatuhan syariah secara komprehensif. Penguatan posisi DPS 

secara sistemik, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kapasitas sumber 

daya manusia, menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem pengawasan 
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syariah yang terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan di seluruh sektor LKS di 

Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan temuan empiris yang menegaskan bahwa 

penguatan governance berbasis syariah akan berdampak langsung pada 

peningkatan kinerja dan kepercayaan terhadap industri keuangan syariah.
251

 

2. Posisi DPS dalam Struktur LKS. (Analisis Komparatif) 

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) merupakan aspek krusial dalam menentukan efektivitas 

pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Dalam perspektif yuridis, DPS secara 

normatif ditempatkan sebagai organ pengawas yang memiliki fungsi khusus 

dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan 

berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang 

menegaskan kewajiban keberadaan DPS sebagai bagian dari struktur kelembagaan 

bank syariah.
252

 Dengan demikian, secara hukum, DPS memiliki legitimasi 

sebagai organ pengawasan internal yang memiliki mandat spesifik dalam sistem 

tata kelola LKS. 

Namun demikian, dalam praktik kelembagaan, posisi DPS tidak selalu 

menunjukkan kesetaraan dengan organ pengawas lainnya seperti dewan 

komisaris. Secara konseptual, DPS sering diposisikan sejajar dengan dewan 

komisaris dalam struktur organisasi, terutama pada sektor perbankan syariah, 

sebagaimana ditegaskan dalam berbagai pedoman pengawasan syariah dan praktik 
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kelembagaan.
253

 Akan tetapi, kesetaraan tersebut lebih bersifat normatif daripada 

substantif, karena dalam pengambilan keputusan strategis DPS kerap tidak 

memiliki kekuatan yang sebanding dengan organ pengawas lainnya. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum (das sollen) dan 

realitas praktik kelembagaan (das sein) dalam sistem keuangan syariah di 

Indonesia. 

Analisis komparatif antar sektor menunjukkan bahwa posisi DPS dalam 

sektor perbankan relatif lebih kuat dibandingkan dengan sektor non-bank. Pada 

lembaga perbankan syariah, kedudukan DPS telah diatur secara lebih rinci melalui 

regulasi Otoritas Jasa Keuangan serta didukung oleh praktik tata kelola yang lebih 

mapan. Sebaliknya, pada sektor asuransi syariah, pasar modal syariah, dan 

lembaga keuangan non-bank lainnya, posisi DPS cenderung lebih terbatas baik 

dari segi kewenangan maupun ruang lingkup pengawasan.
254

 Ketidakseimbangan 

ini mencerminkan adanya fragmentasi regulasi yang berdampak pada 

inkonsistensi kedudukan DPS dalam struktur LKS secara nasional. 

Dalam perspektif tata kelola perusahaan (corporate governance), posisi 

DPS yang belum sepenuhnya kuat berimplikasi pada lemahnya mekanisme checks 

and balances dalam organisasi LKS. Ketergantungan DPS terhadap manajemen, 

terutama dalam aspek pengangkatan dan remunerasi, berpotensi mengurangi 
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independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
255

 Hal ini sejalan dengan 

temuan dalam literatur internasional yang menegaskan bahwa independensi 

dewan pengawas syariah merupakan prasyarat utama bagi efektivitas pengawasan 

dan kredibilitas lembaga keuangan syariah.
256

 

Lebih lanjut, dalam kerangka sharia governance, DPS seharusnya 

diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pengawasan internal yang 

memiliki otoritas substantif, bukan sekadar simbolik. Standar internasional seperti 

yang dikembangkan oleh AAOIFI dan kajian lembaga internasional menekankan 

pentingnya kejelasan posisi, independensi, serta kewenangan DPS dalam struktur 

organisasi.
257

 Tanpa adanya penguatan posisi tersebut, DPS berpotensi mengalami 

keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, yang pada 

akhirnya dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan syariah dan 

kepercayaan publik terhadap LKS. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi DPS dalam struktur 

LKS di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketidakharmonisan 

pengaturan dan ketidaksetaraan kedudukan antar sektor. Oleh karena itu, 

diperlukan penguatan posisi DPS melalui harmonisasi regulasi dan penegasan 

kedudukan kelembagaan agar DPS tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap 

struktural, tetapi memiliki otoritas yang kuat dan independen dalam sistem tata 
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kelola LKS. Penguatan ini menjadi penting dalam rangka mewujudkan sistem 

pengawasan syariah yang efektif, kredibel, dan berkelanjutan dalam industri 

keuangan syariah di Indonesia.
258

 

3. Relasi DPS dengan Direksi dan Organ Pengawas 

Relasi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan direksi dan organ 

pengawas lainnya dalam struktur Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan 

aspek fundamental dalam menentukan efektivitas sistem pengawasan syariah. 

Secara yuridis, DPS memiliki fungsi utama melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat agar seluruh kegiatan usaha LKS sesuai dengan prinsip 

syariah, sedangkan direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional 

lembaga. Pembagian fungsi ini menunjukkan adanya diferensiasi kewenangan 

antara aspek manajerial dan aspek pengawasan yang secara normatif telah 

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah.
259

 Dalam kerangka ini, relasi antara DPS dan direksi idealnya bersifat 

koordinatif dan saling melengkapi dalam memastikan keseimbangan antara 

kepentingan bisnis dan kepatuhan syariah.
260

 

Dalam praktiknya, hubungan antara DPS dan direksi tidak hanya bersifat 

pengawasan, tetapi juga konsultatif. DPS berperan sebagai pemberi nasihat 

(advisory) yang memberikan pertimbangan syariah terhadap kebijakan strategis 
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yang diambil oleh direksi, termasuk dalam pengembangan produk, strategi bisnis, 

dan manajemen risiko.
261

 Peran ini menunjukkan bahwa DPS memiliki posisi 

strategis sebagai mitra bagi direksi dalam menjaga arah kebijakan lembaga agar 

tetap berada dalam koridor syariah. Namun demikian, relasi yang terlalu dekat 

antara DPS dan direksi berpotensi menimbulkan ketergantungan yang dapat 

memengaruhi objektivitas pengawasan.
262

 

Lebih lanjut, dalam realitas kelembagaan, relasi antara DPS dan direksi 

sering kali menunjukkan pola yang asimetris. DPS dalam banyak kasus berada 

dalam posisi yang bergantung pada manajemen, terutama karena mekanisme 

pengangkatan dan remunerasi yang masih melibatkan pihak yang diawasi. 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) 

yang dapat mengurangi independensi DPS dalam menjalankan fungsi 

pengawasan.
263

 Hal ini sejalan dengan temuan dalam kajian tata kelola keuangan 

syariah yang menunjukkan bahwa ketergantungan struktural DPS terhadap 

manajemen dapat melemahkan efektivitas fungsi checks and balances dalam 

LKS.
264

 

Selain dengan direksi, DPS juga memiliki relasi dengan organ pengawas 

lainnya, seperti dewan komisaris atau dewan pengawas. Dalam sistem tata kelola 

perusahaan, dewan komisaris bertanggung jawab terhadap pengawasan umum 
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terhadap kinerja direksi, sementara DPS berfokus pada aspek kepatuhan syariah. 

Kedua organ ini pada dasarnya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam 

menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif.
265

 Namun demikian, dalam 

praktiknya, hubungan antara DPS dan dewan komisaris belum sepenuhnya 

terintegrasi dalam suatu sistem pengawasan yang terkoordinasi. Hal ini 

menyebabkan pengawasan syariah sering berjalan secara parsial dan tidak selalu 

terhubung dengan pengawasan korporasi secara keseluruhan.
266

 

Dalam perspektif sharia governance, relasi antara DPS, direksi, dan organ 

pengawas lainnya seharusnya dibangun dalam kerangka pengawasan berlapis 

(multi-layered supervision). Standar internasional yang dikembangkan oleh 

AAOIFI dan IFSB menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antar organ 

dalam struktur kelembagaan guna menjaga integritas dan konsistensi penerapan 

prinsip syariah.
267

 Tanpa adanya koordinasi yang baik, sistem pengawasan 

berpotensi menjadi tidak efektif dan tidak mampu mendeteksi penyimpangan 

secara dini. 

Selain itu, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas relasi 

antara DPS dan organ lainnya memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan syariah dan kinerja LKS. Relasi yang bersifat kolaboratif namun tetap 

menjaga independensi cenderung menghasilkan pengawasan yang lebih efektif 

                                                           
265

 Adrian Sutedi, Perbankan Syariah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 52. 
266

 Sri Devi Septyani dan Anto Aprianto, “Optimalisasi Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) dalam Audit Lembaga Keuangan Syariah,” Jurnal Akuntansi, 

Auditing dan Investasi (JAADI) 5, no. 1 (2025): 12.  

https://doi.org/10.35870/jaadi.v5i1.1025 
267

 AAOIFI, Governance Standards for Islamic Financial Institutions (Manama: 

AAOIFI, 2015), 18–20; Islamic Financial Services Board (IFSB), Guiding Principles on 

Shariah Governance Systems (Kuala Lumpur: IFSB, 2009), 10, https://www.ifsb.org 

https://doi.org/10.35870/jaadi.v5i1.1025
https://www.ifsb.org/


104 

 

 

 

dibandingkan dengan relasi yang bersifat subordinatif atau tidak terstruktur.
268

 

Oleh karena itu, penguatan relasi kelembagaan antara DPS, direksi, dan organ 

pengawas lainnya menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem tata kelola 

keuangan syariah yang akuntabel dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relasi DPS dengan direksi dan 

organ pengawas lainnya harus dibangun dalam keseimbangan antara independensi 

dan koordinasi. DPS tidak hanya harus memiliki kebebasan dalam menjalankan 

fungsi pengawasan, tetapi juga harus mampu berkolaborasi secara efektif dengan 

organ lain dalam struktur LKS. Rekonstruksi hubungan kelembagaan yang lebih 

proporsional dan terintegrasi menjadi kunci dalam mewujudkan sistem 

pengawasan syariah yang kuat, konsisten, dan kredibel dalam industri keuangan 

syariah di Indonesia.
269

 

4. Relasi DPS dengan Regulator dan DSN-MUI 

Relasi antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan regulator dan 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan bagian 

integral dalam sistem pengawasan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di 

Indonesia. Dalam perspektif yuridis, DPS tidak hanya berfungsi sebagai organ 

internal lembaga, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara sistem 

pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan otoritas negara serta otoritas 

keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang mengatur kewajiban keberadaan DPS untuk 
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memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip syariah yang bersumber 

dari fatwa DSN-MUI.
270

 

Dalam kerangka sistem pengawasan keuangan syariah, relasi antara DPS, 

regulator, dan DSN-MUI mencerminkan adanya mekanisme pengawasan berlapis 

(multi-layered supervision) yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang 

berbeda. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki kewenangan 

dalam mengatur dan mengawasi aspek kelembagaan, kehati-hatian (prudential), 

dan stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, DSN-MUI berfungsi sebagai otoritas 

normatif yang menetapkan fatwa sebagai dasar prinsip syariah. Dalam posisi ini, 

DPS bertindak sebagai intermediari yang menjembatani antara norma syariah 

yang ditetapkan DSN-MUI dengan implementasi operasional dalam LKS, 

sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK.
271

 

Hubungan antara DPS dan DSN-MUI bersifat struktural sekaligus 

normatif. DPS diangkat berdasarkan rekomendasi DSN-MUI dan dalam 

menjalankan tugasnya wajib merujuk pada fatwa yang telah ditetapkan.
272

 Hal ini 

menunjukkan bahwa DPS tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan norma 

syariah secara independen, melainkan berfungsi sebagai pelaksana dan pengawas 

atas implementasi fatwa dalam praktik kelembagaan. Dengan demikian, terbentuk 

suatu hierarki normatif dalam sistem pengawasan syariah, di mana DSN-MUI 
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bertindak sebagai otoritas fatwa, sedangkan DPS berperan sebagai pelaksana 

pengawasan pada tingkat operasional.
273

 

Namun demikian, dalam praktiknya, relasi antara DPS, regulator, dan 

DSN-MUI tidak selalu berjalan secara harmonis. Salah satu persoalan utama yang 

muncul adalah potensi dualisme otoritas, khususnya dalam hal interpretasi prinsip 

syariah yang memiliki implikasi regulatif. DPS seringkali dihadapkan pada 

perbedaan pendekatan antara regulasi OJK yang bersifat teknis-prudensial dengan 

fatwa DSN-MUI yang bersifat normatif-religius.
274

 Kondisi ini menempatkan 

DPS dalam posisi yang kompleks karena harus menyeimbangkan kepatuhan 

terhadap dua rezim norma yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan 

disharmoni dalam praktik pengawasan. 

Selain itu, tantangan juga muncul dalam aspek koordinasi dan sinkronisasi 

kebijakan antara DPS, regulator, dan DSN-MUI. Perkembangan industri 

keuangan syariah yang semakin kompleks menuntut adanya sistem pengawasan 

yang terintegrasi, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan koordinasi 

antar lembaga.
275

 Ketidaksinkronan antara fatwa, regulasi, dan implementasi 

operasional dapat berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah, 

serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri. 

Dalam perspektif sharia governance, relasi antara DPS, OJK, dan DSN-

MUI seharusnya dibangun dalam kerangka sistem pengawasan yang integratif dan 
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harmonis. Standar internasional yang dikembangkan oleh AAOIFI dan IFSB 

menekankan pentingnya kejelasan peran, koordinasi yang efektif, serta 

independensi masing-masing institusi dalam menjaga integritas sistem keuangan 

syariah.
276

 Dalam konteks ini, DPS memiliki posisi strategis sebagai simpul utama 

yang menghubungkan dimensi regulasi negara dengan norma syariah dalam 

praktik operasional LKS. 

Lebih lanjut, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas relasi 

antara DPS dengan regulator dan DSN-MUI memiliki korelasi signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan syariah serta kepercayaan publik terhadap LKS. Relasi yang 

terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik akan menciptakan sistem pengawasan 

yang konsisten dan kredibel, sedangkan relasi yang tidak harmonis berpotensi 

menimbulkan fragmentasi pengawasan dan melemahkan legitimasi sistem 

keuangan syariah.
277

 

Dengan demikian, diperlukan model relasi kelembagaan yang lebih 

integratif antara DPS, OJK, dan DSN-MUI melalui penguatan koordinasi, 

harmonisasi regulasi, serta sinkronisasi antara fatwa dan implementasi 

operasional. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem 

pengawasan syariah di Indonesia tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga 
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adaptif terhadap dinamika perkembangan industri keuangan syariah yang semakin 

kompleks.
278

 

5. DPS dalam Kerangka Sharia Governance 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menempati posisi yang sangat strategis 

dalam kerangka sharia governance pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 

Dalam perspektif tata kelola, sharia governance merupakan suatu sistem yang 

dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah 

berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, transparan, dan 

berkelanjutan. Dalam sistem tersebut, DPS tidak hanya berfungsi sebagai organ 

pengawas, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan kredibilitas sistem keuangan 

syariah. Dengan demikian, DPS menjadi pilar utama dalam menjamin bahwa 

operasional LKS tetap berada dalam koridor prinsip syariah.
279

 

Secara normatif, keberadaan DPS dalam kerangka sharia governance 

merupakan konsekuensi logis dari pengakuan prinsip syariah dalam sistem hukum 

nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

secara eksplisit mengatur kewajiban keberadaan DPS sebagai organ yang 

bertanggung jawab terhadap pengawasan kepatuhan syariah.
280

 Pengaturan ini 

kemudian diperkuat oleh regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), yang menempatkan DPS sebagai bagian integral dalam struktur 

tata kelola lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS memiliki 

                                                           
278

 Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan 

Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Amzah, 2018), 140. 
279

 Rym Ayadi Grassa, “Shariah Supervisory Systems in Islamic Financial Institutions,” 

Journal of Business Research 64, no. 10 (2011), 103, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001 
280

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Pasal 32. 

https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.12.001


109 

 

 

 

legitimasi ganda, yakni legitimasi yuridis dalam sistem hukum positif dan 

legitimasi normatif dalam sistem syariah. 

Dalam perspektif teoritis, sharia governance tidak hanya berkaitan dengan 

kepatuhan formal terhadap fatwa, tetapi juga mencerminkan internalisasi nilai-

nilai etika Islam dalam praktik bisnis keuangan.
281

 Dalam konteks ini, DPS 

berperan sebagai guardian yang memastikan bahwa aktivitas LKS tidak hanya sah 

secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan („adl), kemaslahatan 

(maslahah), dan keseimbangan (tawazun). Peran ini menegaskan bahwa fungsi 

DPS melampaui pengawasan teknis semata, melainkan mencakup dimensi moral 

dan etika dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. 

Lebih lanjut, dalam kerangka sharia governance modern, DPS merupakan 

bagian dari sistem pengawasan berlapis (multi-layered governance system) yang 

melibatkan berbagai aktor, seperti direksi, dewan komisaris, regulator, dan DSN-

MUI sebagai otoritas fatwa.
282

 Dalam sistem ini, DPS memiliki fungsi integratif 

sebagai penghubung antara norma syariah yang bersifat normatif dengan 

implementasi operasional yang bersifat praktis. Oleh karena itu, efektivitas sharia 

governance sangat ditentukan oleh kemampuan DPS dalam menjalankan fungsi 

koordinatif serta memastikan sinkronisasi antara fatwa, regulasi, dan praktik 

kelembagaan. 

Standar internasional yang dikembangkan oleh AAOIFI dan Islamic 

Financial Services Board (IFSB) juga menegaskan bahwa DPS merupakan elemen 
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kunci dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam 

lembaga keuangan.
283

 Standar tersebut menempatkan DPS sebagai bagian dari 

sistem tata kelola global yang mengintegrasikan prinsip good corporate 

governance dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, keberadaan DPS tidak 

hanya relevan dalam konteks nasional, tetapi juga dalam kerangka pengembangan 

industri keuangan syariah global. 

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi sharia governance di 

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan independensi 

DPS, yang dipengaruhi oleh mekanisme pengangkatan dan remunerasi yang 

bergantung pada lembaga yang diawasi, menjadi salah satu isu utama.
284

 Selain 

itu, keterbatasan kompetensi multidisipliner yang menggabungkan aspek syariah 

dan keuangan modern juga menjadi kendala dalam menjalankan fungsi 

pengawasan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

standar normatif sharia governance dengan realitas empiris di lapangan. 

Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas penerapan 

sharia governance, dengan DPS sebagai aktor utama, memiliki hubungan yang 

signifikan dengan tingkat kepatuhan syariah, kinerja keuangan, serta kepercayaan 

publik terhadap LKS.
285

 DPS yang memiliki independensi dan kapasitas yang 

memadai cenderung lebih efektif dalam menjaga kepatuhan syariah dan 
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meningkatkan reputasi lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, kelemahan dalam 

struktur dan fungsi DPS dapat berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola 

serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. 

Dengan demikian, penguatan peran DPS dalam kerangka sharia 

governance menjadi suatu keharusan dalam pengembangan industri keuangan 

syariah di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan 

independensi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi 

regulasi yang lebih integratif. Penguatan ini tidak hanya penting untuk menjamin 

kepatuhan syariah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas tata kelola, 

memperkuat kepercayaan publik, serta menjaga stabilitas sistem keuangan syariah 

secara berkelanjutan.
286

 

6. Independensi dan Akuntabilitas DPS dalam Struktur LKS 

Independensi dan akuntabilitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

merupakan dua prinsip fundamental dalam menentukan efektivitas pengawasan 

syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam perspektif tata kelola 

(governance), independensi diperlukan agar DPS mampu menjalankan fungsi 

pengawasan secara objektif, bebas dari intervensi manajemen maupun pemegang 

saham, sedangkan akuntabilitas berfungsi sebagai mekanisme 

pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan DPS, baik secara hukum, 

administratif, maupun moral dalam kerangka sharia governance.
287

 Prinsip ini 
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menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas dan integritas sistem keuangan 

syariah. 

Secara yuridis, kedudukan independen DPS telah memperoleh legitimasi 

dalam berbagai regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah menegaskan bahwa DPS merupakan organ yang bertugas 

mengawasi kepatuhan syariah secara mandiri.
288

 Selain itu, penguatan prinsip 

independensi juga tercermin dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

mengenai tata kelola bank syariah yang mewajibkan DPS menjalankan fungsi 

secara profesional dan bebas dari benturan kepentingan.
289

 Dalam konteks ini, 

independensi DPS tidak hanya merupakan prinsip etik, tetapi juga merupakan 

kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam praktik kelembagaan LKS. 

Namun demikian, dalam praktik empiris, independensi DPS masih 

menghadapi berbagai tantangan struktural. Salah satu persoalan utama adalah 

mekanisme pengangkatan dan pemberhentian DPS yang umumnya melibatkan 

pemegang saham atau manajemen LKS, sehingga menciptakan ketergantungan 

institusional.
290

 Selain itu, sistem remunerasi yang bersumber dari lembaga yang 

diawasi berpotensi menimbulkan conflict of interest, yang dapat memengaruhi 

objektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian oleh Zata 

Atikah Amani dan Rifqi Muhammad menunjukkan bahwa tingkat independensi 

                                                           
288

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Pasal 32. 
289

 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
290

 Wafik Grais dan Matteo Pellegrini, “Corporate Governance and Shariah Compliance 

in Institutions Offering Islamic Financial Services,” World Bank Policy Research Working Paper 

No. 4054 (2006), 14. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-  

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099705006200640541


113 

 

 

 

DPS di Indonesia masih berada dalam kategori moderat dan memerlukan 

penguatan regulasi serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat.
291

 

Selain independensi, aspek akuntabilitas DPS juga memiliki peran penting 

dalam sistem pengawasan syariah. DPS tidak hanya bertanggung jawab kepada 

manajemen internal, tetapi juga kepada regulator, DSN-MUI, dan masyarakat 

sebagai pemangku kepentingan. Bentuk akuntabilitas ini diwujudkan melalui 

kewajiban pelaporan hasil pengawasan syariah dalam laporan tahunan maupun 

laporan khusus kepada regulator.
292

 Laporan tersebut menjadi instrumen 

transparansi sekaligus alat evaluasi terhadap tingkat kepatuhan syariah dalam 

operasional LKS. 

Dalam perspektif sharia governance, independensi dan akuntabilitas 

merupakan dua prinsip yang saling melengkapi. Standar internasional yang 

dikeluarkan oleh AAOIFI dan Islamic Financial Services Board (IFSB) 

menekankan bahwa DPS harus memiliki posisi yang independen sekaligus sistem 

akuntabilitas yang jelas untuk menjamin efektivitas pengawasan.
293

 Tanpa 

independensi, DPS berisiko kehilangan objektivitas, sedangkan tanpa 

akuntabilitas, fungsi pengawasan akan kehilangan legitimasi publik. Oleh karena 

itu, keseimbangan antara kedua prinsip ini menjadi prasyarat utama dalam 

menciptakan sistem pengawasan syariah yang kredibel. 
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Lebih lanjut, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa independensi dan 

akuntabilitas DPS memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan syariah 

dan kinerja LKS. Penelitian Abdul Karim Munthe dkk. menegaskan bahwa 

efektivitas DPS dalam memastikan sharia compliance sangat bergantung pada 

tingkat independensi dan profesionalismenya.
294

 Sementara itu, studi lain 

menunjukkan bahwa DPS yang independen mampu meningkatkan kualitas audit 

syariah serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan 

syariah.
295

 Hal ini menunjukkan bahwa penguatan independensi dan akuntabilitas 

tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada reputasi dan 

keberlanjutan industri keuangan syariah. 

Di sisi lain, fenomena rangkap jabatan DPS pada beberapa LKS sekaligus 

juga menjadi tantangan serius dalam mewujudkan independensi dan efektivitas 

pengawasan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sekaligus 

mengurangi fokus dan kualitas pengawasan yang dilakukan.
296

 Oleh karena itu, 

diperlukan pengaturan yang lebih ketat terkait batasan rangkap jabatan serta 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia DPS agar mampu menjalankan tugas 

secara optimal. 

Dengan demikian, penguatan independensi dan akuntabilitas DPS 

merupakan agenda penting dalam reformasi kelembagaan LKS di Indonesia. 
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Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan mekanisme pengangkatan, 

sistem remunerasi yang lebih independen, peningkatan transparansi pelaporan, 

serta harmonisasi regulasi lintas sektor. Penguatan ini tidak hanya bertujuan untuk 

menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga untuk menciptakan sistem tata kelola yang 

lebih kredibel, akuntabel, dan berkelanjutan dalam industri keuangan syariah 

nasional.
297

 

7. Standarisasi dan Harmonisasi Kedudukan DPS Antar Sektor 

Standarisasi dan harmonisasi kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

antar sektor merupakan isu fundamental dalam penguatan sistem kelembagaan 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Dalam konteks industri 

keuangan syariah yang berkembang secara multi-sektor, keberadaan DPS tersebar 

pada berbagai jenis lembaga, mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, pasar 

modal syariah, hingga lembaga pembiayaan dan financial technology (fintech) 

syariah. Namun demikian, pengaturan mengenai kedudukan DPS pada masing-

masing sektor belum sepenuhnya seragam, sehingga menimbulkan disparitas 

dalam struktur kelembagaan dan pelaksanaan fungsi pengawasan syariah.
298

 

Secara yuridis, eksistensi DPS telah memperoleh legitimasi dalam 

berbagai regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan keberadaan DPS sebagai organ 
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pengawas kepatuhan syariah.
299

 Selain itu, penguatan pengaturan lintas sektor 

juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mendorong 

integrasi pengawasan dalam sistem keuangan nasional.
300

 Namun demikian, 

pengaturan tersebut masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi 

dalam satu kerangka hukum yang komprehensif, sehingga menyebabkan variasi 

kedudukan, kewenangan, dan mekanisme kerja DPS antar sektor LKS.
301

 

Dalam praktik kelembagaan, sektor perbankan syariah menunjukkan 

tingkat standarisasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor non-bank. DPS 

pada bank syariah umumnya memiliki kedudukan yang lebih jelas, termasuk 

dalam hal mekanisme pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan tertentu, serta 

kewenangan dalam memastikan keabsahan akad dan kepatuhan syariah (sharia 

compliance).
302

 Sebaliknya, pada sektor asuransi, pasar modal, dan fintech 

syariah, kedudukan DPS masih menghadapi keterbatasan, baik dalam aspek 

kewenangan substantif maupun integrasi dalam sistem pengawasan internal. 

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kelembagaan yang berpotensi 

melemahkan efektivitas pengawasan syariah secara nasional.
303
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Dalam perspektif sharia governance, harmonisasi kedudukan DPS 

menjadi prasyarat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang 

terintegrasi. Standar internasional yang dikembangkan oleh AAOIFI dan Islamic 

Financial Services Board (IFSB) menegaskan pentingnya keseragaman struktur, 

kejelasan peran, serta independensi DPS sebagai bagian dari tata kelola yang 

efektif.
304

 Dalam kerangka ini, DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas 

formal, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memastikan implementasi prinsip 

syariah secara konsisten di seluruh sektor industri keuangan. 

Selain itu, standarisasi juga mencakup aspek fungsi dan peran DPS dalam 

operasional LKS. DPS tidak hanya bertugas melakukan pengawasan pasif, tetapi 

juga dituntut untuk melakukan pengawasan aktif terhadap seluruh produk, 

dokumen hukum, serta aktivitas operasional lembaga.
305

 Bahkan, dalam praktik 

modern, DPS juga memiliki peran dalam evaluasi manajemen risiko syariah 

(shariah risk management) serta mendukung implementasi prinsip good corporate 

governance (GCG) berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi 

tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural, tetapi juga mencakup standardisasi 

fungsi substantif DPS. 

Lebih lanjut, harmonisasi kedudukan DPS juga berkaitan erat dengan 

sinergi antara DPS, regulator, dan otoritas fatwa. DPS memiliki kewajiban untuk 

menyampaikan laporan pengawasan kepada regulator seperti Otoritas Jasa 
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Keuangan (OJK) serta kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI) sebagai otoritas normatif.
306

 Dalam konteks ini, harmonisasi 

diperlukan untuk memastikan keselarasan antara regulasi, fatwa, dan 

implementasi operasional, sehingga tidak terjadi disharmoni dalam praktik 

pengawasan syariah. 

Namun demikian, upaya harmonisasi tersebut masih menghadapi berbagai 

tantangan. Perbedaan karakteristik sektor keuangan menyebabkan variasi risiko 

dan kompleksitas produk yang berdampak pada perbedaan pendekatan 

pengawasan.
307

 Selain itu, masih terdapat kecenderungan bahwa peran DPS dalam 

beberapa sektor bersifat formalitas, sehingga belum sepenuhnya optimal dalam 

menjalankan fungsi pengawasan secara proaktif. Kondisi ini menunjukkan 

perlunya reformulasi regulasi yang mampu memperkuat kedudukan DPS secara 

substantif, bukan sekadar administratif. 

Dalam konteks global, beberapa yurisdiksi seperti Malaysia telah berhasil 

mengembangkan kerangka sharia governance yang lebih terstandarisasi melalui 

integrasi antara regulator dan otoritas fatwa.
308

 Pengalaman tersebut menunjukkan 

bahwa harmonisasi kedudukan DPS tidak hanya memerlukan penguatan regulasi, 

tetapi juga koordinasi kelembagaan yang kuat dan sistem pengawasan yang 

terintegrasi. 

                                                           
306

 Cintia Nurul Lita Br Silalahi et al., “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin 

Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,” Syarikat: Jurnal Rumpun 

Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2025), https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat 
307

 Kartika, Jamaluddin Majid, dan Rika Dwi Ayu Parmatasari, “Tantangan dan Peluang 

Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Literatur,” Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 

(2025), https://journal.iainpare.ac.id/index.php/shar-e 
308

 Bank Negara Malaysia, Shariah Governance Framework (Kuala Lumpur: BNM, 

2010), 5. 

https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat
https://journal.iainpare.ac.id/index.php/shar-e


119 

 

 

 

Dengan demikian, standarisasi dan harmonisasi kedudukan DPS antar 

sektor merupakan kebutuhan mendesak dalam pengembangan sistem keuangan 

syariah di Indonesia. Upaya ini harus diarahkan pada pembentukan kerangka 

regulasi yang terpadu, penyeragaman fungsi dan kewenangan DPS, serta 

penguatan koordinasi antar lembaga. Harmonisasi tersebut diharapkan mampu 

menciptakan sistem pengawasan syariah yang konsisten, efektif, dan kredibel, 

sehingga mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah secara nasional 

maupun global.
309

 

 

C. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan 

Syariah 

1. Pengawasan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) 

Pengawasan kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan fungsi 

utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS). Dalam perspektif hukum dan tata kelola, sharia compliance tidak 

hanya dimaknai sebagai kesesuaian formal terhadap fatwa, tetapi juga sebagai 

jaminan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan berjalan sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah secara substantif dan berkelanjutan.
310

 Oleh karena 

itu, DPS memiliki peran sentral sebagai organ yang memastikan integritas syariah 

dalam setiap aspek kegiatan usaha LKS. Dalam hal ini, DPS tidak hanya berfungsi 
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sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai penjaga nilai normatif yang 

bersumber dari prinsip-prinsip syariah dalam praktik keuangan modern.
311

 

Secara yuridis, kewenangan DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan 

syariah telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang mewajibkan setiap bank syariah memiliki DPS untuk 

mengawasi penerapan prinsip syariah.
312

 Ketentuan ini diperkuat oleh berbagai 

regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur bahwa DPS bertanggung 

jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi 

kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah.
313

 Dengan demikian, 

pengawasan yang dilakukan DPS memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem 

hukum positif Indonesia. Dalam konteks ini, DPS juga berperan sebagai bagian 

dari sistem tata kelola yang mengintegrasikan aspek hukum positif dengan norma 

syariah.
314

 

Dalam praktiknya, pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS mencakup 

beberapa aspek penting. Pertama, pengawasan terhadap produk dan akad yang 

digunakan dalam kegiatan usaha LKS, termasuk memastikan bahwa struktur akad 

tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, pengawasan terhadap proses 

operasional dan implementasi produk agar tetap konsisten dengan fatwa yang 

berlaku. Ketiga, evaluasi terhadap dokumen hukum, kebijakan internal, serta 
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sistem manajemen risiko yang berkaitan dengan kepatuhan syariah.
315

 Lingkup 

pengawasan ini menunjukkan bahwa fungsi DPS tidak hanya bersifat ex post 

(evaluatif), tetapi juga ex ante (preventif). Dalam perspektif normatif Islam, 

pengawasan tersebut juga mencerminkan upaya menjaga prinsip keadilan dan 

menghindari praktik yang dilarang seperti ribā , gharar, dan maysir.
316

 

Selain itu, DPS juga memiliki kewenangan untuk memberikan opini 

syariah (sharia opinion) terhadap produk dan kegiatan usaha LKS. Opini ini 

menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap inovasi produk 

keuangan tetap berada dalam koridor syariah sebelum diimplementasikan.
317

 

Dalam konteks ini, DPS berperan sebagai filter normatif yang mencegah 

terjadinya pelanggaran prinsip syariah sejak tahap perencanaan, sekaligus 

memberikan legitimasi syariah terhadap produk keuangan yang dikembangkan 

oleh lembaga. 

Namun demikian, efektivitas pengawasan kepatuhan syariah tidak hanya 

bergantung pada kewenangan formal DPS, tetapi juga pada kualitas implementasi 

dalam praktik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 

kesenjangan antara norma dan praktik dalam pelaksanaan sharia compliance, 

terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas produk 

keuangan, serta belum optimalnya sistem pengawasan internal.
318

 Kondisi ini 
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menunjukkan bahwa pengawasan syariah masih menghadapi tantangan struktural 

dan operasional, yang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPS secara 

berkelanjutan. 

Dalam perspektif sharia governance, pengawasan kepatuhan syariah 

merupakan bagian dari sistem pengawasan berlapis (multi-layered supervision) 

yang melibatkan DPS, manajemen internal, regulator, serta otoritas fatwa.
319

 DPS 

dalam hal ini berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan implementasi 

prinsip syariah secara langsung di tingkat operasional, sekaligus menjadi 

penghubung antara norma syariah dan praktik bisnis keuangan. Oleh karena itu, 

efektivitas sharia compliance sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara 

DPS dengan berbagai aktor dalam sistem pengawasan. 

Lebih lanjut, pengawasan kepatuhan syariah juga memiliki implikasi yang 

signifikan terhadap kepercayaan publik dan reputasi LKS. Lembaga keuangan 

syariah yang mampu menjaga tingkat kepatuhan syariah secara konsisten 

cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.
320

 

Sebaliknya, pelanggaran terhadap prinsip syariah dapat menimbulkan risiko 

reputasi (reputational risk) yang berdampak pada keberlanjutan lembaga. Hal ini 

menegaskan bahwa sharia compliance tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga 

berdimensi ekonomi dan sosial. 
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Dengan demikian, pengawasan kepatuhan syariah merupakan kewenangan 

inti DPS yang memiliki dimensi yuridis, operasional, dan etis sekaligus. 

Penguatan fungsi ini tidak hanya memerlukan dukungan regulasi yang memadai, 

tetapi juga peningkatan kapasitas DPS, penguatan sistem pengawasan internal, 

serta harmonisasi antara fatwa dan regulasi. Upaya tersebut menjadi penting untuk 

memastikan bahwa sharia compliance tidak hanya menjadi formalitas, tetapi 

benar-benar terimplementasi secara substantif dalam seluruh kegiatan LKS.
321

 

2. Kewenangan DPS dalam Persetujuan Produk Syariah 

Kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam persetujuan produk 

syariah merupakan elemen krusial dalam menjamin bahwa setiap inovasi produk 

pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetap berada dalam koridor prinsip-

prinsip syariah. Dalam kerangka sharia compliance, proses persetujuan produk 

tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan proses normatif 

yang melibatkan penilaian komprehensif terhadap kesesuaian akad, struktur 

transaksi, serta tujuan ekonomi dari produk yang dirancang.
322

 Dengan demikian, 

DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasca implementasi, tetapi juga 

sebagai otoritas internal yang memberikan legitimasi syariah sejak tahap 

perencanaan produk. 

Dalam perspektif yuridis, kewenangan tersebut merupakan bagian inheren 

dari fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
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2008 tentang Perbankan Syariah.
323

 Pengaturan ini kemudian dipertegas melalui 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mensyaratkan bahwa setiap produk 

dan aktivitas baru pada LKS wajib memperoleh opini atau rekomendasi dari DPS 

sebelum diluncurkan kepada publik.
324

 Dalam konteks ini, DPS berfungsi sebagai 

instrumen kontrol normatif yang memastikan bahwa setiap inovasi produk tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah serta tetap merujuk pada fatwa yang 

ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Lebih jauh, kewenangan DPS dalam persetujuan produk menunjukkan 

bahwa perannya tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif. DPS bertindak 

sebagai gatekeeper yang melakukan penyaringan awal terhadap produk keuangan 

syariah sebelum diimplementasikan. Dalam praktiknya, setiap produk yang 

dikembangkan oleh LKS harus melalui proses penilaian syariah yang mencakup 

analisis akad, evaluasi struktur transaksi, serta kesesuaian dengan fatwa DSN-

MUI, yang kemudian dituangkan dalam bentuk opini syariah (sharia opinion).
325

 

Mekanisme ini mencerminkan adanya kesinambungan antara norma syariah yang 

bersifat abstrak dengan implementasi operasional yang bersifat konkret. 

Relasi antara DPS dan DSN-MUI dalam proses persetujuan produk juga 

menunjukkan adanya hubungan normatif yang kuat. DPS tidak memiliki 

kewenangan untuk menetapkan norma syariah secara independen, melainkan 

berfungsi sebagai penerjemah dan implementator fatwa DSN-MUI dalam praktik 
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operasional LKS.
326

 Dengan demikian, kewenangan persetujuan produk oleh DPS 

sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah 

dalam industri keuangan secara sistemik. 

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini masih 

menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas produk keuangan modern yang 

semakin berkembang menuntut kemampuan multidisipliner dari DPS, baik dalam 

aspek fiqh muamalah maupun keuangan kontemporer.
327

 Di sisi lain, belum 

adanya standar operasional yang seragam dalam proses persetujuan produk antar 

sektor LKS berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi terhadap fatwa dan 

prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal 

dengan praktik empiris dalam pengawasan produk syariah. 

Dalam perspektif sharia governance, kewenangan DPS dalam persetujuan 

produk merupakan bagian dari sistem pengawasan berlapis (multi-layered 

supervision) yang menempatkan pengawasan internal sebagai garis pertahanan 

pertama sebelum intervensi regulator.
328

 Standar internasional seperti yang 

dikembangkan oleh AAOIFI dan Islamic Financial Services Board (IFSB) juga 

menegaskan bahwa setiap produk keuangan syariah harus melalui proses 

verifikasi dan persetujuan oleh badan pengawas syariah sebagai bentuk jaminan 

kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS dalam persetujuan produk 
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memiliki relevansi tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi juga dalam 

kerangka global tata kelola keuangan syariah. 

Lebih lanjut, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa keterlibatan 

aktif DPS dalam proses persetujuan produk memiliki korelasi positif terhadap 

tingkat kepatuhan syariah dan kualitas inovasi produk. Produk yang melalui 

proses pengawasan dan verifikasi yang ketat cenderung lebih kredibel serta 

memiliki risiko pelanggaran syariah yang lebih rendah.
329

 Dengan demikian, 

kewenangan DPS tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan normatif, tetapi 

juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing LKS di pasar keuangan. 

Dengan demikian, kewenangan DPS dalam persetujuan produk syariah 

merupakan instrumen strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. 

Namun, untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan upaya penguatan melalui 

standarisasi prosedur penilaian produk, peningkatan kompetensi DPS, serta 

harmonisasi antara fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK. Tanpa adanya harmonisasi 

tersebut, kewenangan DPS berpotensi menghasilkan praktik yang tidak seragam 

antar lembaga, sehingga dapat melemahkan konsistensi penerapan prinsip syariah 

dalam industri keuangan syariah secara keseluruhan.
330

 

3. Fungsi Nasihat dan Opini Syariah DPS 

Fungsi pemberian nasihat dan opini syariah oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) merupakan salah satu kewenangan strategis dalam menjaga kesesuaian 

operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan prinsip-prinsip syariah. 
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Dalam kerangka sharia governance, fungsi ini tidak hanya bersifat pelengkap dari 

pengawasan, tetapi juga menjadi instrumen preventif yang memastikan bahwa 

setiap kebijakan dan keputusan bisnis telah melalui proses penilaian syariah 

secara memadai.
331

 Dengan demikian, DPS tidak hanya bertindak sebagai 

pengawas pasif, melainkan juga sebagai aktor aktif dalam proses pengambilan 

keputusan strategis lembaga. 

Secara yuridis, kewenangan DPS dalam memberikan nasihat dan opini 

syariah telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 32 yang menegaskan bahwa DPS 

bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan 

usaha agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
332

 Ketentuan ini diperkuat oleh 

regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menempatkan DPS sebagai organ 

yang berwenang memberikan rekomendasi atas kebijakan dan aktivitas usaha 

LKS.
333

 Dalam konteks ini, DPS memiliki kedudukan sebagai mitra strategis 

manajemen yang berperan memastikan bahwa seluruh kebijakan bisnis tetap 

berada dalam koridor syariah. 

Dalam praktiknya, fungsi nasihat DPS tidak hanya terbatas pada aspek 

teknis operasional, tetapi juga mencakup dimensi strategis yang lebih luas. DPS 

terlibat dalam proses perumusan kebijakan, pengembangan produk, ekspansi 
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usaha, hingga pengelolaan risiko berbasis syariah.
334

 Nasihat yang diberikan 

mencakup analisis terhadap struktur akad, mekanisme transaksi, serta implikasi 

hukum dan etika dari suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa DPS memiliki 

kontribusi yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan LKS agar tetap 

selaras dengan prinsip syariah sekaligus adaptif terhadap dinamika industri 

keuangan modern. 

Sementara itu, fungsi opini syariah (sharia opinion) merupakan 

manifestasi konkret dari kewenangan advisory tersebut. Opini ini umumnya 

dituangkan dalam bentuk pernyataan resmi yang menyatakan kesesuaian suatu 

produk, kebijakan, atau aktivitas dengan prinsip syariah.
335

 Opini syariah tidak 

hanya menjadi dasar bagi manajemen dalam mengambil keputusan, tetapi juga 

berfungsi sebagai jaminan bagi masyarakat bahwa kegiatan usaha LKS telah 

memenuhi standar kepatuhan syariah. Dalam hal ini, DPS berperan sebagai 

penghubung antara norma syariah yang bersifat abstrak dengan implementasi 

operasional yang bersifat konkret melalui penerjemahan fatwa yang dikeluarkan 

oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
336

 

Namun demikian, dalam perspektif tata kelola, fungsi nasihat dan opini 

syariah juga menghadapi dilema kelembagaan yang cukup kompleks. Kedekatan 

hubungan antara DPS dan manajemen dalam proses konsultatif berpotensi 

menimbulkan konflik peran (role conflict), terutama ketika DPS harus 
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memberikan penilaian terhadap kebijakan yang sekaligus menjadi objek 

pengawasannya.
337

 Dalam kondisi tertentu, fungsi nasihat dapat bergeser menjadi 

sekadar legitimasi formal terhadap keputusan manajemen tanpa melalui proses 

evaluasi syariah yang kritis. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya compliance 

simbolik yang dapat melemahkan substansi pengawasan syariah. 

Selain itu, efektivitas fungsi opini syariah sangat bergantung pada 

kompetensi DPS dalam menghadapi kompleksitas produk keuangan modern. DPS 

dituntut memiliki keahlian multidisipliner yang mencakup fiqh muamalah, 

keuangan, hukum, serta manajemen risiko.
338

 Keterbatasan kapasitas ini 

berpotensi memengaruhi kualitas nasihat dan opini yang diberikan, sehingga dapat 

menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah di berbagai lembaga. 

Dalam perspektif sharia governance internasional, standar yang 

dikembangkan oleh AAOIFI dan Islamic Financial Services Board (IFSB) 

menekankan bahwa fungsi nasihat dan opini syariah harus dijalankan secara 

independen, objektif, dan berbasis metodologi yang jelas.
339

 Opini syariah tidak 

hanya berfungsi sebagai alat legitimasi, tetapi juga sebagai instrumen 

akuntabilitas yang dapat diuji secara profesional dan transparan. Hal ini 
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menunjukkan bahwa fungsi advisory DPS memiliki dimensi etik dan profesional 

yang kuat dalam sistem tata kelola keuangan syariah global. 

Lebih lanjut, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas 

fungsi nasihat dan opini syariah memiliki korelasi signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan syariah dan kepercayaan publik terhadap LKS. DPS yang aktif dan 

kompeten cenderung mampu meningkatkan reputasi lembaga serta memperkuat 

integritas sistem keuangan syariah.
340

 Sebaliknya, lemahnya fungsi ini dapat 

menimbulkan risiko reputasi yang berdampak pada keberlanjutan lembaga. 

Dengan demikian, fungsi nasihat dan opini syariah DPS merupakan 

elemen fundamental dalam sistem pengawasan syariah yang tidak hanya 

berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai 

syariah dalam praktik bisnis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui 

kejelasan batas kewenangan, peningkatan kompetensi, serta standarisasi 

mekanisme pemberian opini syariah. Tanpa upaya tersebut, fungsi advisory DPS 

berpotensi kehilangan efektivitasnya dan hanya menjadi bagian formal dalam 

struktur kelembagaan LKS.
341

 

4. Pelaporan dan Audit Syariah oleh DPS 

Pelaporan dan audit syariah merupakan bagian integral dari kewenangan 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan terlaksananya pengawasan 

kepatuhan syariah secara efektif pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam 

kerangka sharia governance, fungsi ini tidak hanya berperan sebagai mekanisme 
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evaluatif terhadap kegiatan operasional, tetapi juga sebagai instrumen 

akuntabilitas yang menjembatani antara pelaksanaan prinsip syariah dengan 

pertanggungjawaban kepada regulator dan pemangku kepentingan.
342

 Dengan 

demikian, DPS tidak hanya melakukan pengawasan secara internal, tetapi juga 

memastikan bahwa seluruh hasil pengawasan terdokumentasi secara sistematis 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. 

Secara normatif, kewajiban pelaporan oleh DPS telah diatur dalam 

berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang 

mewajibkan DPS untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah secara 

berkala.
343

 Laporan tersebut umumnya mencakup penilaian terhadap tingkat 

kepatuhan syariah, identifikasi terhadap potensi maupun realisasi pelanggaran, 

serta rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen. Dalam 

konteks ini, pelaporan DPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki 

dimensi substantif sebagai instrumen kontrol dalam sistem pengawasan eksternal, 

khususnya bagi OJK dalam menilai kinerja kepatuhan syariah LKS. 

Dalam praktiknya, mekanisme pelaporan DPS dilakukan melalui beberapa 

jalur yang saling melengkapi. Pertama, laporan internal kepada direksi dan dewan 

komisaris sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Kedua, laporan 

eksternal kepada OJK sebagai regulator yang memiliki kewenangan pengawasan 

sektor jasa keuangan. Ketiga, laporan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis 
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Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa yang menjadi rujukan 

normatif dalam pengawasan syariah.
344

 Pola pelaporan berlapis ini mencerminkan 

adanya sistem pengawasan multi-level yang bertujuan menjaga konsistensi 

implementasi prinsip syariah dari tingkat operasional hingga tingkat kebijakan. 

Selain fungsi pelaporan, DPS juga memiliki tanggung jawab dalam 

pelaksanaan audit syariah (sharia audit) sebagai bagian dari mekanisme 

pengawasan yang lebih komprehensif. Audit syariah merupakan proses sistematis 

dan berkala untuk menguji kesesuaian antara praktik operasional, produk, serta 

prosedur LKS dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
345

 Dalam 

pelaksanaannya, DPS dapat berperan secara langsung maupun melalui koordinasi 

dengan unit audit internal, termasuk dalam menetapkan standar audit, 

mengevaluasi hasil audit, serta memastikan adanya tindak lanjut atas temuan yang 

berkaitan dengan pelanggaran prinsip syariah. Dengan demikian, audit syariah 

tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme 

perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). 

Lebih lanjut, audit syariah memiliki karakteristik yang lebih luas 

dibandingkan audit konvensional, karena tidak hanya menilai kepatuhan terhadap 

regulasi formal, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai etika Islam.
346

 Hal ini 

menjadikan audit syariah sebagai instrumen yang bersifat teknis sekaligus 
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normatif dan moral. Dalam konteks ini, DPS memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa proses audit dilaksanakan secara komprehensif dan tidak 

terbatas pada pemenuhan aspek administratif semata. 

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pelaporan dan 

audit syariah oleh DPS masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu 

permasalahan utama adalah belum adanya standar audit syariah yang seragam di 

seluruh sektor LKS, sehingga menimbulkan perbedaan dalam metodologi dan 

kualitas audit.
347

 Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi di bidang audit syariah juga menjadi kendala dalam pelaksanaan 

pengawasan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara 

kerangka normatif yang telah ditetapkan dengan implementasi empiris di 

lapangan. 

Di sisi lain, aspek independensi DPS juga menjadi isu penting dalam 

pelaksanaan audit dan pelaporan. Ketergantungan struktural terhadap lembaga 

yang diawasi berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menyampaikan hasil 

audit, terutama ketika temuan audit berkaitan dengan kinerja manajemen.
348

 

Kondisi ini dapat menimbulkan bias dalam pelaporan serta mengurangi efektivitas 

fungsi pengawasan syariah secara keseluruhan. 
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Dalam perspektif sharia governance internasional, standar yang 

dikembangkan oleh AAOIFI dan Islamic Financial Services Board (IFSB) 

menekankan pentingnya integrasi antara fungsi audit syariah dengan sistem tata 

kelola lembaga secara menyeluruh.
349

 DPS diharapkan memiliki peran yang jelas 

dalam penetapan metodologi audit, evaluasi hasil, serta pengawasan terhadap 

tindak lanjut audit. Selain itu, transparansi dalam pelaporan juga menjadi elemen 

penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap LKS. 

Lebih lanjut, berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas 

pelaporan dan audit syariah memiliki korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan 

syariah serta reputasi lembaga. LKS yang memiliki sistem audit syariah yang kuat 

cenderung lebih mampu menjaga integritas operasional dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat.
350

 Sebaliknya, lemahnya fungsi ini dapat menimbulkan 

risiko reputasi yang signifikan, terutama dalam industri keuangan syariah yang 

sangat bergantung pada kepercayaan publik. 

Dengan demikian, pelaporan dan audit syariah oleh DPS merupakan 

instrumen kunci dalam menjaga akuntabilitas dan integritas sistem keuangan 

syariah. Penguatan fungsi ini perlu dilakukan melalui standarisasi audit syariah, 

peningkatan kapasitas dan kompetensi DPS, serta penguatan independensi dalam 

proses pelaporan. Tanpa langkah tersebut, fungsi audit dan pelaporan berpotensi 
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hanya menjadi formalitas administratif yang tidak mampu menjamin kepatuhan 

syariah secara substantif.
351

 

5. Implementasi Kewenangan DPS pada LKS di Indonesia 

Implementasi kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia merupakan aspek penting dalam 

menilai efektivitas sistem pengawasan syariah secara praktis. Dalam kerangka 

sharia governance, kewenangan yang dimiliki DPS tidak hanya bersifat normatif 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus 

tercermin dalam praktik operasional yang mampu menjamin kepatuhan syariah 

secara konsisten.
352

 Oleh karena itu, implementasi kewenangan DPS menjadi 

indikator utama dalam menilai keberhasilan sistem pengawasan syariah di 

Indonesia. 

Secara yuridis, kewenangan DPS telah diatur secara jelas dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai regulasi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup fungsi pengawasan, pemberian 

nasihat, persetujuan produk, serta pelaporan syariah.
353

 Dalam praktiknya, DPS 

menjalankan kewenangan tersebut melalui berbagai mekanisme, seperti 

pengawasan terhadap produk dan akad, pemberian opini syariah, serta keterlibatan 

dalam proses pengambilan keputusan strategis lembaga. Hal ini menunjukkan 
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bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai 

aktor substantif dalam menjaga integritas syariah dalam operasional LKS. 

Dalam konteks operasional, implementasi kewenangan DPS dapat dilihat 

dari keterlibatannya dalam proses pengembangan produk, evaluasi kegiatan usaha, 

serta pengawasan terhadap kepatuhan syariah di seluruh unit kerja. DPS tidak 

hanya melakukan pengawasan secara ex post, tetapi juga berperan secara ex ante 

melalui pemberian persetujuan dan opini syariah sebelum suatu produk atau 

kebijakan dijalankan.
354

 Hal ini mencerminkan fungsi preventif DPS dalam 

mencegah terjadinya pelanggaran prinsip syariah sejak tahap perencanaan. 

Selain itu, implementasi kewenangan DPS juga tercermin dalam 

pelaksanaan audit dan pelaporan syariah yang dilakukan secara berkala. DPS 

menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada manajemen, regulator, serta 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai bentuk 

akuntabilitas.
355

 Laporan tersebut menjadi instrumen penting dalam sistem 

pengawasan eksternal, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menilai 

tingkat kepatuhan syariah serta sebagai sarana transparansi kepada publik. Dengan 

demikian, implementasi kewenangan DPS tidak hanya berdampak pada aspek 

internal lembaga, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan syariah secara 

nasional. 

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi kewenangan DPS di 

Indonesia menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan antar sektor LKS. 
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Pada sektor perbankan syariah, kewenangan DPS relatif lebih terstruktur dan 

sistematis, sejalan dengan regulasi yang lebih komprehensif serta pengawasan 

yang lebih ketat dari regulator. Sebaliknya, pada sektor non-bank, seperti asuransi, 

pasar modal, dan fintech syariah, implementasi kewenangan DPS masih 

menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi maupun kapasitas 

kelembagaan.
356

 Keterbatasan pengaturan teknis, perbedaan karakteristik industri, 

serta belum optimalnya integrasi pengawasan menyebabkan pelaksanaan fungsi 

DPS belum berjalan secara maksimal. 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan 

pengawasan syariah lintas sektor yang berpotensi memengaruhi konsistensi 

kepatuhan syariah dalam sistem keuangan nasional. Selain itu, faktor 

independensi juga memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas 

implementasi kewenangan DPS. Ketergantungan struktural terhadap lembaga 

yang diawasi, baik dalam hal pengangkatan maupun remunerasi, berpotensi 

memengaruhi objektivitas DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan.
357

 

Di samping itu, kompetensi dan profesionalitas DPS juga menjadi faktor 

kunci dalam implementasi kewenangan. DPS yang memiliki kapasitas keilmuan 

yang memadai, baik dalam fiqh muamalah maupun keuangan modern, akan lebih 

mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama dalam 
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menghadapi kompleksitas produk keuangan kontemporer.
358

 Sebaliknya, 

keterbatasan kompetensi dapat menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan 

secara efektif dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip 

syariah. 

Dalam perspektif sharia governance internasional, implementasi 

kewenangan DPS seharusnya didukung oleh sistem tata kelola yang terintegrasi, 

independensi yang kuat, serta standar operasional yang jelas. Standar yang 

dikembangkan oleh AAOIFI dan Islamic Financial Services Board (IFSB) 

menekankan pentingnya efektivitas fungsi DPS sebagai bagian dari sistem 

pengawasan berlapis (multi-layered supervision).
359

 Hal ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan implementasi kewenangan DPS tidak hanya bergantung pada aspek 

regulasi, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan. 

Lebih lanjut, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa implementasi 

kewenangan DPS yang efektif memiliki korelasi positif terhadap tingkat 

kepatuhan syariah, kinerja keuangan, serta kepercayaan publik terhadap LKS.
360

 

Lembaga yang mampu mengoptimalkan peran DPS cenderung memiliki reputasi 

yang lebih baik dan daya saing yang lebih tinggi dalam industri keuangan syariah. 

Sebaliknya, lemahnya implementasi kewenangan DPS dapat menimbulkan risiko 

reputasi dan menurunkan kredibilitas lembaga. 
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Dengan demikian, implementasi kewenangan DPS pada LKS di Indonesia 

masih memerlukan penguatan yang komprehensif, baik dari aspek regulasi, 

kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Upaya tersebut mencakup 

peningkatan independensi DPS, penguatan kapasitas dan profesionalitas, serta 

standarisasi dan harmonisasi pengawasan syariah antar sektor. Langkah ini 

menjadi krusial untuk memastikan bahwa kewenangan DPS tidak hanya bersifat 

normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik 

operasional LKS, sehingga mampu mendukung stabilitas dan keberlanjutan sistem 

keuangan syariah di Indonesia.
361

 

6. Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Hukum DPS 

Tanggung jawab hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan 

konsekuensi logis dari kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya dalam 

struktur lembaga keuangan syariah (LKS). Sebagai organ yang memiliki fungsi 

pengawasan terhadap kepatuhan syariah, DPS tidak hanya bertanggung jawab 

secara moral dan etis, tetapi juga secara hukum atas pelaksanaan tugasnya. 

Tanggung jawab ini muncul karena DPS memiliki peran strategis dalam 

memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional LKS sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

fatwa DSN-MUI.
362

 

Secara yuridis, tanggung jawab DPS dapat dikonstruksikan sebagai bagian 

dari tanggung jawab organ lembaga keuangan yang memiliki fungsi pengawasan. 
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Hal ini terlihat dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang menempatkan DPS sebagai pihak yang wajib 

memberikan nasihat dan pengawasan terhadap kegiatan usaha bank agar sesuai 

dengan prinsip syariah. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran prinsip 

syariah yang disebabkan oleh kelalaian atau ketidakoptimalan pengawasan DPS, 

maka secara normatif terdapat potensi pertanggungjawaban hukum yang melekat 

pada DPS.
363

 

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum DPS tidak hanya terbatas pada aspek 

internal lembaga, tetapi juga dapat memiliki implikasi eksternal, terutama dalam 

kaitannya dengan perlindungan nasabah dan kepercayaan publik. Dalam sistem 

keuangan syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan bagian integral 

dari kepercayaan (trust) yang diberikan oleh masyarakat kepada LKS. Oleh 

karena itu, kegagalan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya dapat 

berimplikasi pada kerugian tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara 

reputasional bagi lembaga.
364

 

Dalam konteks ini, tanggung jawab DPS dapat dianalisis dalam beberapa 

dimensi, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan moral. Tanggung jawab 

administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh 

otoritas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tanggung jawab perdata dapat 

muncul apabila kelalaian DPS menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu, 

sedangkan tanggung jawab moral berkaitan dengan kewajiban menjaga integritas 
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dan nilai-nilai syariah dalam praktik keuangan. Keberagaman dimensi ini 

menunjukkan bahwa tanggung jawab DPS bersifat kompleks dan 

multidimensional.
365

 

Namun demikian, dalam praktiknya, pengaturan mengenai tanggung jawab 

hukum DPS di Indonesia masih belum sepenuhnya komprehensif. Sebagian besar 

regulasi masih menekankan pada aspek fungsi dan kewenangan DPS, sementara 

pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum belum diatur 

secara rinci. Hal ini berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) 

dalam hal penegakan akuntabilitas DPS apabila terjadi pelanggaran prinsip 

syariah.
366

 

Selain itu, posisi DPS yang berada di antara otoritas regulator dan otoritas 

syariah juga memunculkan kompleksitas tersendiri dalam pertanggungjawaban 

hukum. DPS harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada 

manajemen LKS, regulator (OJK), serta secara normatif kepada DSN-MUI 

sebagai pemberi fatwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab DPS 

tidak bersifat tunggal, melainkan tersebar dalam beberapa lapisan kewenangan 

yang saling beririsan.
367

 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum yang secara 

eksplisit mengatur tanggung jawab DPS, baik dalam bentuk standar profesional, 

kode etik, maupun mekanisme sanksi. Penguatan ini penting untuk memastikan 
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bahwa DPS tidak hanya memiliki kewenangan yang luas, tetapi juga diimbangi 

dengan akuntabilitas hukum yang jelas. Dengan demikian, DPS dapat 

menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga kepatuhan syariah sekaligus 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah di 

Indonesia.
368

 

7. Tantangan Implementasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah 

Implementasi kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan 

struktural, normatif, dan praktis yang berkembang seiring dengan dinamika 

industri keuangan syariah di Indonesia. Meskipun secara normatif DPS telah 

diberikan mandat yang jelas sebagai pengawas kepatuhan syariah, dalam 

praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai 

keterbatasan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi hukum dan implementasi 

empiris dalam sistem pengawasan syariah.
369

 

Salah satu tantangan utama terletak pada aspek keterbatasan sumber daya 

manusia (SDM) DPS, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. DPS dituntut tidak 

hanya memahami fikih muamalah, tetapi juga aspek teknis keuangan modern 

seperti akuntansi syariah, manajemen risiko, dan teknologi finansial. Namun 

demikian, ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi multidisipliner tersebut 
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masih terbatas, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan fungsi 

pengawasan.
370

 Selain itu, terdapat kesenjangan antara pemahaman syariah dan 

praktik akuntansi modern yang semakin kompleks, yang menuntut peningkatan 

kapasitas DPS secara berkelanjutan.
371

 

Di samping itu, masalah independensi DPS juga menjadi tantangan krusial 

dalam implementasi kewenangannya. Dalam praktik kelembagaan, DPS sering 

kali diangkat dan diberi remunerasi oleh LKS yang diawasinya, sehingga 

menimbulkan potensi konflik kepentingan (conflict of interest). Kondisi ini dapat 

memengaruhi objektivitas DPS dalam memberikan penilaian terhadap kepatuhan 

syariah, terutama dalam situasi di mana kepentingan bisnis lembaga berhadapan 

dengan prinsip syariah.
372

 Oleh karena itu, penguatan mekanisme independensi 

menjadi isu penting dalam reformasi tata kelola DPS. 

Tantangan berikutnya berkaitan dengan fragmentasi regulasi dan tumpang 

tindih kewenangan antara DPS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Meskipun secara 

konseptual ketiga institusi tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi, 

dalam praktik sering terjadi ketidaksinkronan antara regulasi formal dan fatwa 

syariah. Hal ini menimbulkan ambiguitas dalam implementasi prinsip syariah di 
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tingkat operasional LKS, sehingga DPS berada dalam posisi dilematis antara 

kepatuhan terhadap regulator dan kesesuaian terhadap fatwa.
373

 

Selain itu, perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, 

termasuk digitalisasi dan inovasi produk keuangan syariah, juga menjadi 

tantangan tersendiri bagi DPS. Produk-produk baru seperti fintech syariah, hybrid 

contracts, dan instrumen pasar modal syariah menuntut kemampuan adaptasi DPS 

dalam melakukan interpretasi syariah yang kontekstual. Tanpa adanya 

peningkatan kapasitas dan metodologi pengawasan yang adaptif, DPS berpotensi 

tertinggal dalam mengawal perkembangan industri keuangan syariah modern.
374

 

Lebih lanjut, belum optimalnya sistem audit syariah juga menjadi 

hambatan dalam implementasi kewenangan DPS. Meskipun standar internasional 

seperti AAOIFI telah menyediakan kerangka audit syariah yang komprehensif, 

implementasinya di Indonesia masih belum seragam dan cenderung bergantung 

pada standar nasional. Hal ini menyebabkan adanya inkonsistensi dalam praktik 

audit syariah antar LKS, sehingga mengurangi efektivitas sistem pengawasan 

secara keseluruhan.
375

 

Tantangan lainnya adalah rendahnya integrasi antara pengawasan internal 

dan eksternal dalam sistem keuangan syariah. DPS sebagai pengawas internal 

belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pengawasan eksternal oleh 
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regulator, sehingga koordinasi yang kurang optimal dapat menghambat efektivitas 

pengawasan. Dalam konteks ini, diperlukan model pengawasan yang lebih 

terintegrasi untuk memastikan bahwa fungsi DPS dapat berjalan secara sinergis 

dengan sistem pengawasan nasional.
376

 

Dengan demikian, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa 

implementasi kewenangan DPS tidak hanya bergantung pada pengaturan 

normatif, tetapi juga pada penguatan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, 

dan koordinasi antar institusi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang 

komprehensif dalam sistem pengawasan syariah, termasuk peningkatan kapasitas 

DPS, penguatan independensi, harmonisasi regulasi, serta pengembangan standar 

audit syariah yang terintegrasi. Upaya ini menjadi krusial untuk memastikan 

bahwa DPS dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dalam menjaga 

kepatuhan syariah dan mendukung stabilitas sistem keuangan syariah di 

Indonesia.
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